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Abstract 

 
This study aims to assess the financial performance of the local government district Pesawaran 

using financial ratio analysis of budget revenue and expenditure Pesawaran District 2010-2014. 

The analysis is used to analyze financial performance is by calculating the ratio of the area 

Independence , Ratio Effectiveness , Efficiency Ratio . While the analysis is used to analyze the 

financial capacity of the area is by counting Share and Growth , Financial Capability Map.  Based 

on analysis of the financial performance of it can be concluded , the average ratio of local 

independence Pesawaran District that are in the relationship patterns instructive . But the level of 

effectiveness of financial management Pesawaran District is fairly effective . While the level of 

efficiency of financial management is relatively less efficient , the financial condition of local 

government district Pesawaran still not ideal. Can be seen from the average Share and Growth. 
Position Pesawaran District is in quadrant II . 

 

Keywords: Regional Government budget Financial Ratio, Local government Financial 

Performance  

 

PENDAHULUAN 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 21 dan 22 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah 

Daerah menegaskan fungsi perencanaan yang dijabarkan dalam bentuk 

pendapatan dan pembiayaan belanja daerah yang dikelola dalam sistem 

pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, 

adil, patuh dan taat pada peraturan perundang-undangan.  

Laporan keuangan pemerintah daerah dibuat sesuai dengan Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan. Laporan keuangan disajikan secara sederhana agar mudah 

dipahami. Meskipun laporan keuangan sudah bersifat general purposive yaitu 

bersifat umum dan sederhana. Tetapi tidak semua kepala daerah dapat memahami 

akuntansi yang merupakan alat untuk menghasilkan laporan keuangan sementara 

informasi tersebut sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan. Sehingga 

untuk mempermudah dalam memahami dan menginterpretasikan laporan 

keuangan tersebut dapat dibantu menggunakan analisis laporan keuangan.  
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Analisis  rasio  keuangan  terhadap  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah 

dilakukan  dengan mengitung  Rasio  Kemandirian,  Rasio Efektifitas, Rasio  

Efisiensi. Sedangkan  untuk  menghitung  kemampuan  keuangan daerah,  yaitu  

dengan  cara  menghitung  Share  dan  Growth. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah penelitian berikut: 

bagaimana kinerja keuangan Kabupaten Pesawaran berdasarkan analisis rasio 

keuangan pada APBD. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui 

kinerja keuangan daerah berdasarkan analisis rasio keuangan pada APBD 

Kabupaten Pesawaran. 

 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Keuangan daerah 

Laporan keuangan merupakan  instrumen penting bagi pemerintah untuk 

menunjukan transparansi dan akuntabilitas (Mahmudi, 2011). transparansi 

memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait 

dengan aktivitas pengelolaan sumberdaya publik kepada pihak-pihak yang 

menjadi pemangku kepentingan. Transparansi juga berati adanya penjelasan 

manajemen organisasi sektor publik mengenai aktivitas, program dan kebijakan 

yang sudah, sedang, dan akan dilakukan beserta sumberdaya yang akan 

digunakanya sebagai upaya mewujudkan transparansi publik. Transparansi 

pengelolaan keuangan publik merupakan prinsip Good Governance yang harus 

dipenuhi oleh organisasi sektor publik. Dengan dilakukanya transparansi tersebut 

publik akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual, sehingga mereka 

dapat menggunakan informasi tersebut untuk (Mahmudi, 2010): 

1. Membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan yang direncanakan 

(realisasi vs anggaran). 

2. Menilai ada tidaknya unsur korupsi dan manipulasi dalam perencanaan, 

pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran. 

3. Menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang 

terkait. 

4. Mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu antara manajemen 

organisasi sektor publik dengan masyarakat dan dengan pihak lain yang terkait. 

akuntabilitas merupakan kewajiban pemegang amanah (agent) untuk memberikan 

pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala 

aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi 

amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta 

pertanggungjawaban tersebut. Dalam melakukan akuntabilitas publik, organisasi 

sektor publik berkewajiban untuk memberikan informasi sebagai bentuk 

pemenuhan hak-hak publik. Hak-hak  publik itu antara lain (Mardiasmo,2010): 

1. Hak untuk tahu (right to know). 

2. Hak untuk diberi informasi (right to be informed). 

3. Hak untuk didengar aspirasinya (right to be heard and to be listened to). 

Organisasi sektor publik dituntut untuk tidak sekedar melakukan akuntabilitas 

vertikal (vertical accountability), yaitu pelaporan kepada atasan, akan tetapi juga  
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melakukan akuntabilitas horizontal (horizontal accountability). Yaitu pelaporan 

kepada masyarakat luas. 

 

Pelaporan Keuangan 

Menurut Government Accounting Standard Board (GASB,1998), pelaporan 

keuangan bukan merupakan tujuan akhir, tetapi dimaksudkan untuk memberikan 

informasi yang berguna untuk : 

1. Membantu memenuhi kewajiban pemerintah untuk menjadi akuntabel terhadap 

publik. 

2. Membantu memenuhi kebutuhan para pengguna laporan yang mempunyai 

keterbatasan kewenangan, sumber daya untuk memperoleh informasi dan oleh 

sebab itu mereka menyandarkan pada laporan sebagai sumber informasi 

penting. Pelaporan keuangan harus mempertimbangkan kebutuhan para 

pengguna dan keputusan yang mereka buat. Laporan keuangan yang 

disampaikan setidaknya meliputi : 

a. Laporan Realisasi APBD 

b. Neraca 

c. Laporan Arus Kas 

d. Catatan Atas Laporan Keuangan 

 

Laporan keuangan merupakan  instrumen penting bagi pemerintah untuk 

menunjukan transparansi dan akuntabilitas. Terdapat dua alasan mengapa 

pemerintah perlu mempublikasikan laporan keuangan yaitu (Mahmudi, 2011): 

1. laporan keuangan merupakan alat pengendalian manajemen dan evalusi kinerja 

bagi pemerintah secara keseluruhan maupun unit-unit kerja di dalamnya. 

2. Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada 

pihak internal (internal accountability), yaitu kepada pihak-pihak di dalam 

organisasi, misalnya atasan, pegawai, dan pemeriksa maupun 

pertnggungjawaban eksternal (external accountability). Kepada pihak-pihak 

luar yang berkepentingan, misalnya masyarakat, investor, kreditor, lembaga 

donor, pers, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan laporan 

tersebut untuk dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. 

 

Tujuan Penyajian Laporan Keuangan 

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan disusun dengan tujuan 

memberikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan transaksi 

selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan digunakan untuk 

membandingkan beberapa hal seperti: realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan 

pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, 

mengevaluasi entitas pelaporan, serta membantu menentukan ketaatan terhadap 

perundang-undangan. Suatu entitas mempunyai kewajiban untuk melaporkan 

upaya-upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian targetnya serta seberapakah 

hasil yang telah dicapai oleh entitas pada suatu periode pelaporan keuangan yang 

bertujuan untuk beberapa kepentingan: 
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Mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan 

yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan secara periodik. 

1) Manajemen 

Membantu mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam 

periode pelaporan. 

2) Transparansi 

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat. 

3) Keseimbangan Antargenerasi (Intergenerational Equity) 

Membantu mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode 

pelaporan untuk membiayai pengeluaran yang dialokasikan dan apakah 

generasi yang akan datang akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.  

 

Secara garis besar tujuan penyajian laporan keuangan sektor publik adalah 

(Mahmudi, 2011): 

1. Memberikan informasi kepada para pengguna laporan keuangan yang 

digunakan untuk pertimbangan pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan 

politik.  

2. Menunjukan transparansi dan akuntabilitas publik. 

3. Memberikan informasi untuk evaluasi kinerja manajerial dan organisasi.  

Tujuan pelaporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 

tentang standar akuntansi pemerintahan. Kerangka konseptual akuntansi 

pemerintahan yang merupakan salah satu bagian dari standar akuntasnsi 

pemerintahan, dijelaskan mengenai tujuan pelaporan keuangan pemerintah. 

Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang 

bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat 

keputusan baik dalam ekonomi, sosial, maupun politik dengan (Mahmudi, 2011): 

a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya 

keuangan. 

b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan 

untuk membiayai seluruh pengeluaran. 

c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang 

digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil yang telah dicapai. 

d. Menyediakan informi menganai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh 

kegiatanya dan mencukupi kebutuhan kasnya. 

e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas 

pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka 

pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak 

dan pinjaman. 

f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas 

pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, akibat dari kegiatan 

yang dilakukan selama periode pelaporan.   

 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan 

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan  
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Daerah, yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan 

disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan 

peraturan daerah.  

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan 

Keuangan Pusat dan Daerah pasal 66 ayat 3, Anggaran Pendapatan Belanja 

Daerah (APBD) memiliki fungsi sebagai berikut: 

1. Fungsi Otorisasi. Artinya bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk 

melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. 

2. Fungsi Perencanaan. Artinya bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi 

menajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. 

3. Fungsi Pengawasan. Artinya bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk 

menilai apakah kegiatan penyelanggaraan pemerintahan sesuai dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan. 

4. Fungsi Alokasi. Artinya bahwa angaran daerah untuk mengurangi 

pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan 

efektifitas perekonomian. 

 

Berdasarkan Permendagri No. 21 Tahun 2011, struktur atau komponen APBD 

sebagai berikut: 

1. Pendapatan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

No. 33 Tahun 2004 pasal 22 ayat (1) huruf a meliputi semua penerimaan uang 

melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan 

hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh 

daerah. Pendapatan daerah dikelompokkan atas: 

a. Pendapatan Asli Daerah. 

b. Pajak Daerah. 

c. Retribusi Daerah. 

d. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan. 

e. Pendapatan lain Asli Daerah Yang Sah. 

f. Dana Perimbangan. 

g. Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam. 

h. Dana Alokasi Umum. 

i. Dana Alokasi Khusus. 

 

Kinerja keuangan Pemerintah daerah 

Menurut (Halim, 2008: 231-232) Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja 

yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya 

dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis 

sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-

potensi kinerja yang akan berlanjut. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja 

keuangan pemerintah daerah adalah dengan melaksanakan analisis rasio terhadap 

APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. 

Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan untuk memenuhi 3 

tujuan yaitu (Mardiasmo,2002): 
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1. Memperbaiki kinerja pemerintah. 

2. Membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan. 

3. Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi dan 

kelembagaan. 

Tujuan  sistem  pengukuran  kinerja  menurut  (Ihyahul, dalam muhibtari,2009), 

antara lain adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik. 

2. Untuk  mengukur  kinerja  finansial  dan  non-finansial  secara berimbang 

sehingga  dapat  ditelusur  perkembangan  pencapaian strategi. 

3. Untuk  mengakomodasi  pemahaman  kepentingan  manajer  level menengah  

dan  bawah  serta  memotivasi  untuk  mencapai  goal congcruence. 

4. Sebagai  alat  untuk  mencapai  kepuasan  berdasarkan  pendekatan  individual 

dan kemampuan kolektif yang rasional. 

Manfaat  sistem  pengukuran  kinerja  menurut  (Ihyahul, dalam muhibtari,2009), 

antara lain adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan  untuk menilai 

kinerja manajemen. 

2. Memberikan  arah  untuk  mencapai  target  kinerja  yang  telah ditetapkan. 

3. Untuk  memonitor  dan  mengevaluasi  pencapaian  kinerja  dan 

membandingkan  dengan  target  kinerja  serta  melakukan  tindakan korektif 

untuk memperbaiki kinerja. 

4. Sebagai  dasar  untuk  memberikan  penghargaan  dan  hukuman (reward  &  

punishment)  secara  Objektif  atas  pencapaian  prestasi yang  diukur  sesuai  

dengan  sistem  pengukuran  kinerja  yang  telah disepakati. 

5. Sebagai  alat  komunikasi  antara  bawahan  dan  pimpinan  dalam rangka 

memperbaiki kinerja organisasi. 

6. Membantu  mengidentifikasi  apakah  kepuasan  pelanggan  sudah terpenuhi. 

7. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah. 

8. Memastikan  bahwa  pengambilan  keputusan  dilakukan  secara objektif. 

 

Analisis Rasio Keuangan pada APBD 

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, 

efektif, efisien, dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan. 

Hasil analisis rasio tersebut dapat digunakan untuk (Halim,2008): 

1. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan 

otonomi daerah; 

2. Mengukur efisiensi Pemerintah Daerah dalam merealisasikan pendapatan 

daerah; 

3. Mengukur sejauh mana efektifitas Pemerintah Daerah dalam membelanjakan 

pendapatan daerahnya; 

4. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan 

pendapatan daerah; 

5. Melihat pertumbuhan/perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran 

yang dilakukan selama periode waktu tertentu.  
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1. Rasio Kemandirian 

Kemandirian keuangan daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

kemapuan suatu daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, 

pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat daerahnya (Halim,2002). 

 

2. Rasio Efektivitas 

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam 

merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target PAD yang 

ditetapkan (Halim,2002). 

 

3. Rasio Efisiensi 

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara realisasi 

pengeluaran (belanja daerah) dengan realisasi pendapatan daerah. Rasio efisiensi 

(Hamzah,2006). 

 

 

Analisis Kemampuan Keuangan Daerah 

Adapun elastisitas adalah rasio pertumbuhan PAD dengan pertumbuhan PDRB. 

Rasio ini bertujuan melihat sensitivitas atau elastisitas PAD terhadap 

perkembangan ekonomi suatu daerah. Sedangkan share merupakan rasio PAD 

terhadap belanja rutin dan belanja pembangunan daerah. Rasio ini mengukur 

seberapa jauh kemampuan daerah membiayai kegiatan rutin dan kegiatan 

pembangunan. Rasio ini dapat digunakan untuk melihat kapasitas kemampuan 

keuangan daerah. dan growth merupakan angka pertumbuhan PAD tahun i dari 

tahun i-1. 

Pemetaan dan analisis kemampuan keuangan daerah dengan metode kuadran yang 

dimaksud metode kuadran adalah salah satu cara menampilkan peta kemampuan 

keuangan daerah. Masing-masing kuadran ditentukan oleh besaran nilai growth 

dan share. Dengan nilai growth dan share maka dapat diketahui posisinya (pada 

kuadran berapa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

30 JURNAL Akuntansi & Keuangan Volume 8, Nomor 2, September 2017 

 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Teknik Analisis Data 

Analisa data yang digunakan pada penelitian ini melalui tahap tahap sebagai 

berikut: 

 
1. Menghitung rasio kemandirian berdasarkan APBD. 

𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐾𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖𝑎𝑛 =
𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐴𝑠𝑙𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ (𝑃𝐴𝐷)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
× 100% 

 
2. Menghitung rasio efektivitas berdasarkan APBD. 

 

𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷
× 100% 

 
3. Menghitung rasio efisiensi berdasarkan APBD. 

𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐸𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 =
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ

𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
× 100% 

 
4. Menghitung Share berdasarkan APBD. 

 

𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒 =
𝑃𝐴𝐷

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎
× 100% 

 
5. Menghitung Growth berdasarkan APBD 

𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ =
𝑃𝐴𝐷𝑖

𝑃𝐴𝐷𝐼 − 1
× 100% 

 

 

 

Peta Kemampuan Keuangan 

Berdasarkan Metode Kuadran Rata-rata Growth (%) 

    
Sumber : Bappenas, 2003. 

 

 

Kuadran II

share :

Rendah

Growth :

Tinggi

Kuadran I

share :

Tinggi

Growth :

Tinggi

Kuadran IV

share :

Rendah

Growth :

Rendah

Kuadran III

share :

Tinggi

Growth :

Rendah
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Klasifikasi Status Kemampuan Keuangan Daerah  

Berdasarkan Metode Kuadran 

KUADRAN KONDISI 

I Kondisi paling ideal. PAD mengambil peran besar dalam 

Total Belanja dan daerah mempunyai kemampuan 

mengembangkan potensi lokal. Kondisi ini ditunjukkan 

dengan besarnya nilai Share dan Growth yang tinggi. 

II Kondisi ini belum ideal, tetapi daerah mempunyai 

pegembangan potensi lokal, sehingga PAD berpeluang 

memiliki peran besar dalam Total Belanja. Sumbangan PAD 

terhadap Total Belanja masih rendah namun pertumbuhan 

(Growth) PAD tinggi. 

III Kondisi ini juga belum ideal. Peran PAD yang besar dalam 

Total Belanja mempunyai peluang yang kecil karena 

pertumbuhan PADnya kecil. Sumbangan PAD terhadap Total 

Belanja tinggi, namun pertumbuhan PAD rendah. 

IV Kondisi ini paling buruk. Peran PAD belum mengambil peran 

yang besar dalam Total Belanja, dan daerah belum 

mempunyai kemampuan mengembangkan potensi lokal. 

Sumbangan PAD terhadap Total Belanja dan pertumbuhan 

PAD terhadap Total Belanja dan pertumbuhan PAD rendah. 
Sumber : Bappenas, 2003. 

 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Rasio Kemandirian 

 

𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐾𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖𝑎𝑛 =
𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐴𝑠𝑙𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ (𝑃𝐴𝐷)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
× 100% 

 

Tabel 4.1: rasio kemandirian kabupaten pesawaran 2010-2014 

 

Tahun 

Anggaran 

Realisasi  

PAD 

Total 

Pendapatan  

Daerah 

Rasio 

Kemandirian 

Pola 

Hubungan 

2010 13.229.969.825 513.569.172.071 2,58% Instruktif 

2011 17.916.425.871 628.537.817.402 2,85% Instruktif 

2012 25.710.883.650 676.345.193.403 3,80% Instruktif 

2013 18.107.000.000 741.188.000.000 2,44% Instruktif 

2014 30.325.102.616 902.003.730.908 3,36% Instruktif 

Rata-rata rasio kemandirian 3,01% Instruktif 

 

Berdasarkan hasil analisa diatas, dapat dilihat, Rasio kemandirian Kabupaten 

Pesawaran tahun anggaran 2010 sampai dengan tahun 2014 cenderung mengalami 

fluktuasi dimana terjadi kenaikan dan penurunan antara Rasio Kemandirian tahun  
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2010 sampai dengan tahun 2014. Dari hasil analisa diatas dapat dihitung besarnya 

Rasio kemandirian pada tahun 2010 menghasilkan angka sebesar 2.58%, pada 

tahun 2011 menghasilkan angka sebesar 2,85%.  tahun 2012 menghasilkan angka 

sebesar 3,80%. Rasio kemandirian pada tahun 2013 menghasilkan angka sebesar 

2,44%. Rasio kemandirian pada tahun 2014 menghasilkan angka sebesar 3,36%. 

Dimana realisasi PAD sebesar Rp 30.325.102.616 dibagi dengan total pendapatan 

sebesar Rp 902.003.730.908. 

Jadi rata-rata Rasio kemandirian Kabupaten Pesawaran selama 5 tahun sebesar 

3,01%. Dengan jumlah rasio tersebut, menurut pola hubungan tingkat 

kemandirian daerah tingkat kemandirian daerah Kabupaten Pesawaran dikatakan 

sangat rendah sekali, sehingga masuk kedalam kategori pola hubungan instruktif, 

yaitu berkisar antara 0%-25%. Dalam pola hubungan instruktif, peran pemerintah 

pusat lebih dominan terhadap kemandirian daerah.  

Jika dilihat dari tabel, pendapatan asli daerah Kabupaten Pesawaran lebih 

cenderung meningkat begitu juga dengan total pendapatan dari pemerintah pusat. 

Sehingga dapat dikatakan pemerintah daerah Kabupaten Pesawaran masih sangat 

tergantung dengan pemerintah pusat. Hal ini menunjukan bahwa pemerintah 

Kabupaten Pesawaran belum optimal dalam menggali potensi yang ada di daerah 

baik berupa pajak, retribusi yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, 

sehingga tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat semakin  berkurang. 

 

Rasio Efektivitas 

𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷
× 100% 

 

 

 

 

Tabel 4.2: Rasio efektivitas kabupaten pesawaran tahun 2010-2014. 

 

Tahun 

Anggaran 

Realisasi 

Penerimaan 

PAD 

Target 

Penerimaan  

PAD 

Rasio 

Efektivitas 

Kriteria 

Rasio 

Efektivitas 

2010 13.229.969.825 5.577.050.000 237,22% Sangat efektif 

2011 17.916.425.871 8.486.365.000 211,12% Sangat efektif 

2012 25.710.883.650 14.715.956.000 174,71% Sangat efektif 

2013 18.107.000.000 18.106.308.035 100,00% efektif 

2014 30.325.102.616 31.569.771.251 96,06% Cukup efektif 

Rata-rata rasio efektivitas 163,822% Sangat efektif 

 

Dilihat dari data yang ada dalam tabel dan grafik, rasio efektivitas Kabupaten 

Pesawaran tahun anggaran 2010 sampai 2014, rasio efektivitas tergolong tinggi 

pada 2010 akan tetapi terus terjadi penurunan sampai 2014. Hasil perhitungan 

realisasi penerimaan PAD terhadap target penerimaan PAD menunjukan bahwa 

pada tahun rasio efektivitas menghasilkan angka sebesar 237,22%. Tahun 2011 

rasio efektivitas menghasilkan angka sebesar 211,12%. Tahun 2012 rasio  
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efektivitas sebesar 174,71%. Tahun 2013 rasio efektivitas sebesar 100,00%. 

Tahun 2014 rasio efektivitas sebesar 96,06%.  

Jika dilihat dari tabel hasil perhitungan dan grafik keseluruhan rasio efektivitas 

Kabupaten Pesawaran selama lima tahun, dapat disimpulkan bahwa rasio 

efektivitas semua periode dikatakan sangat efektif, kecuali tahun 2014 yang 

tingkat efektivitasnya termasuk kedalam kriteria cukup efektif. Rata-rata rasio 

efektivitas Kabupaten Pesawaran selama 5 tahun sebesar  163,822%. Dengan 

jumlah tersebut, kriteria rasio efektivitas Kabupaten Pesawaran masuk kedalam 

kategori  sangat efektif. Hal ini menunjukan bahwa perbandingan antara target 

dan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) memiliki kemampuan yang baik 

dalam memobilisasi penerimaan pendapatan sesuai dengan yang ditargetkan.  

 

Rasio Efisiensi 

 

𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐸𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 =
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ

𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
× 100% 

 

Tabel 4.3: Rasio efisiensi kabupaten pesawaran tahun 2010-2014. 

 

Tahun 

Anggaran 

Realisasi Belanja 

Daerah 

Realisasi 

Pendapatan 

Daerah 

Rasio 

Efisiensi 

Kriteria 

Rasio Efisiensi 

2010 604.261.877.850 513.569.172.071 117,66% Tidak efisien 

2011 570.373.424.135 628.537.817.402 90,75% Kurang efisien 

2012 672.390.705.437 676.345.193.403 99,42% Kurang efisien 

2013 525.884.773.666 741.188.000.000 70,95% Efisien 

2014 1.020.215.330.589 902.003.730.908 113,11% Tidak efisien 

Rata-rata rasio efisiensi 98,38% Kurang efisien 

 

Dilihat dari data yang ada dalam tabel dan grafik, rasio efisiensi Kabupaten 

Pesawaran tahun anggaran 2010 sampai 2014, rasio efisiensi Kabupaten 

Pesawaran mengalami fluktuasi dimana terjadi peningkatan dan penurunan. rasio 

efisiensi pada Tahun 2010 rasio efisiensi menghasilkan angka sebesar 117,66%. 

Tahun 2011 rasio efisiensi menghasilkan angka sebesar 90,75%. Tahun 2012 rasio 

efisiensi menghasilkan angka sebesar 99,42%. Tahun 2013 rasio efisiensi 

menghasilkan angka sebesar 70,95%. Tahun 2014 rasio efisiensi menghasilkan 

angka sebesar 113,11%.  

Dengan jumlah tersebut, rata-rata rasio efisiensi Kabupaten Pesawaran adalah 

sebesar 98,38%. Menurut kriteria efisiensi Kabupaten Pesawaran masuk kedalam 

kriteria kurang efisien. Semakin kecil nilai rasio efisiensi maka semakin baik 

kinerja pemerintah dalam membelanjakan pendapatanya sehingga belanja tersebut 

dapat berkontribusi dalam peningkatan pendapatan daerah. Kabupaten Pesawaran 

masih harus mengalokasikan belanja yang berkontribusi besar dalam pendapatan 

daerahnya. Serta melakukan pengawasan terhadap kemungkinan terjadinya  
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penyimpangan dan pemborosan dalam anggaran belanja daerah sehingga rasio 

efisiensi kabupaten pesawaran dapat lebih baik lagi. 

 

Share 

𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒 =
𝑃𝐴𝐷

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎
× 100% 

 

Tabel 4.4: Share kabupaten pesawaran tahun 2010-2014. 

 

 

Tahun 

Anggaran 

 

PAD 

 

Total Belanja 

 

Nilai 

2010 13.229.969.825 604.261.877.850 2,19% 

2011 17.916.425.871 570.373.424.135 3,14% 

2012 25.710.883.650 672.390.705.437 3,82% 

2013 18.107.000.000 525.884.773.666 3,44% 

2014 30.325.102.616 1.020.215.330.589 2,97% 

Rata-rata share 3,11% 

 

Dilihat dari data yang ada dalam tabel, Share  Kabupaten Pesawaran tahun 

anggaran 2010 sampai 2014, Kabupaten Pesawaran mengalami fluktuasi dimana 

terjadi peningkatan dan penurunan. Share pada Tahun 2010 Share  menghasilkan 

angka sebesar 2,19%. Tahun 2011 Share  menghasilkan angka sebesar 3,14%. 

Tahun 2012 Share  menghasilkan angka sebesar 3,82%. Tahun 2013 Share  

menghasilkan angka sebesar 3,44%. Tahun 2014 Share  menghasilkan angka 

sebesar 2,97%.  

Dari perhitungan Share  selama lima tahun maka diperoleh rata-rata Share sebesar 

3,11%. Hal ini menunjukan bahwa sumbangan PAD terhadap total belanja masih 

rendah artinya pemerintah daerah masih harus menggali potensi yang dimilikinya 

secara lebih maksimal sehingga dapat meningkatkan PAD yang berperan besar 

dalam APBD. 

 

 

Growth 

𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ =
𝑃𝐴𝐷𝑖

𝑃𝐴𝐷𝐼 − 1
× 100% 

 

Tabel 4.5: Growth  kabupaten pesawaran tahun 2010-2014. 

 

 

Tahun 

Anggaran 

 

PAD 

 

Growth 

 

2010 13.229.969.825 - 

2011 17.916.425.871 382,302% 

2012 25.710.883.650 329,861% 
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2013 18.107.000.000 238,128% 

2014 30.325.102.616 248,198% 

Rata-rata Growth 299,622% 

 

Dilihat dari data yang ada dalam tabel, Growth  Kabupaten Pesawaran tahun 

anggaran 2010 sampai 2014, mengalami fluktuasi dimana terjadi peningkatan dan 

penurunan. Pada Tahun 2011 Growth menghasilkan angka sebesar 382,302%. 

Tahun 2012 Growth menghasilkan angka sebesar 329,861%. Tahun 2013 Growth 

menghasilkan angka sebesar 238,128%. Tahun 2014 Growth menghasilkan angka 

sebesar 248,198%. 

Dari perhitungan Share dan Growth  anggaran pendapatan dan belanja daerah 

Kabupaten Pesawaran tahun 2010 sampai 2014, maka diperoleh rata-rata Share 

sebesar 3,11%. dan Growth sebesar 299,622%. Kemudian pemetaan kemampuan 

keuangan daerah berdasarkan metode kuadran posisi Kabupaten Pesawaran 

Berada pada kuadran II, kondisi ini belum ideal, hal ini dapat dilihat dari 

Sumbangan PAD terhadap total belanja (Share) masih rendah namun 

pertumbuhan (Growth) PAD tinggi. Ini menunjukan bahwa daerah mempunyai 

potensi untuk meningkatkan peran PAD terhadap total belanja.  

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten 

Pesawaran masih dapat menggali potensi daerahnya secara maksimal, sehingga 

meningkatkan PAD yang berperan besar dalam anggaran pendapatan dan belanja 

daerah. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Berdasarkan pembahasan yang telah saya lakukan terdapat beberapa kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Rasio Kemandirian daerah berada pada pola hubungan instruktif, rata-rata 

rasio kemandirian Kabupaten Pesawaran tahun anggaran 2010 sampai 

dengan 2014 mendapat angka sebesar 3,01%.  

2. Rasio Efektivitas Kabupaten Pesawaran masuk kedalam kriteria sangat 

efektif rata-rata rasio dengan angka sebesar 163,822%.  

3. rasio efisiensi selama 5 tahun masuk kedalam kriteria kurang efisien dengan 

rata-rata rasio mendapat angka sebesar 98,38%. Hal ini menunjukkan bahwa 

perbandingan belanja terhadap pendapatan belum efisien. 

4. Share dan Growth  anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten 

Pesawaran tahun 2010 sampai 2014, diperoleh angka Share sebesar 3,11%. 

dan Growth sebesar 299,622%. pemetaan kemampuan keuangan daerah 

berdasarkan metode kuadran posisi Kabupaten Pesawaran berada pada 

kuadran II, dapat dilihat dari Sumbangan PAD terhadap total belanja 

(Share) masih rendah namun pertumbuhan (Growth) PAD tinggi. 
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Dari hasil perhitungan dan pembahasan, maka saran yang diberikan penulis adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah pemerintah Kabupaten 

Pesawaran diminta untuk menggali sumber-sumber yang berpotensi dalam 

meningkatkan pendapatan daerah yang belum tersentuh dan melakukan 

upaya pengawasan yang efektif terhadap pemungutan pajak dan retribusi 

daerah. 

2. Upaya dalam meningkatkan efisiensi keuangan daerah dapat dilakukan 

dengan melakukan pembelanjaan daerah sesuai dengan kebutuhan daerah 

dan melakukan pengawasan terhadap pembelanjaan daerah untuk 

menghindari penyimpangan. 

3. Sedangkan untuk elastisitas PAD pemerintah daerah Kabupaten 

Pesawaran masih harus menggali lebih maksimal potensi yang dimiliki 

daerahnya, kabupaten pesawaran meiliki destinasi wisata pantai yang 

indah apabila hal ini dikelola dengan baik tentunya akan meningkatkan 

pendapatan daerah dari sektor pariwisata, sehingga PAD berperan lebih 

besar dalam APBD. 

 

Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki keterbatasan sebagai berikut: 

1. Indikator pengukuran kinerja keuangan yang digunakan pada penelitian ini 

terbatas pada rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, share dan 

growth APBD. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas 

indikator pengukuran, sehingga hasil penelitian akan lebih baik lagi. 

2. Hanya terbatas pada pemerintah daerah Kabupaten Pesawaran. Penelitian 

selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian kepada seluruh 

Kabupaten/Kota yang ada di seluruh Provinsi Lampung. 
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